KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM MEMBERLAKUAKAN SANKSI
ADMINISTRATIF MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN'

Oleh : Lampus Glen®
Josina Emilia Londa, SH., MH
Fonny Tawas, SH., MH.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui  bagaimanakah  bentuk-bentuk
pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum yang
dapat dikenakan sanksi administrasi dalam
usaha perasuransian dan bagaimanakah
kewenangan otoritas jasa keuangan dalam
memberlakukan sanksi administratif menurut
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Bentuk-bentuk pelanggaran ketentuan-
ketentuan hukum yang dapat dikenakan sanksi
administrasi dalam usaha perasuransian
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
merupakan upaya hukum untuk mencegah
terjadinya pelanggaran atas kewajiban dari
pihak-pihak yang menjalankan usaha
perasuransian dan sebagai upaya melindungi
masyarakat sebagai subjek hukum yang
memiliki hubungan hukum dengan pihak-pihak
yang menjalankan usaha di bidang asuransi dari
risiko kerugian. 2. Kewenangan otoritas jasa
keuangan dalam memberlakukan  sanksi
administratif menurut Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupa:
Peringatan tertulis; pembatasan kegiatan
usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan
usaha; larangan untuk memasarkan produk
asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini
usaha tertentu; pencabutan izin usaha dan
sanksi administratif lainnya terhadap bentuk-
bentuk  pelanggaran  ketentuan-ketentuan
hukum.

Kata kunci: Kewenangan, Otoritas Jasa
Keuangan, Sanksi Administratif, Perasuransian
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Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Umum, Fungsi intermediasi yang
diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa
keuangan, dalam perkembangannya telah
memberikan kontribusi yang cukup signifikan
dalam penyediaan dana untuk pembiayaan
pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena
itu, Negara senantiasa memberikan perhatian
yang serius terhadap perkembangan kegiatan
sektor jasa keuangan tersebut, dengan
mengupayakan terbentuknya kerangka
peraturan dan pengawasan sektor jasa
keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk
dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa
keuangan di dalam sektor jasa keuangan
terselenggara secara teratur, adil, transparan,
dan akuntabel, serta mampu mewujudkan
sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil, dan mampu
melindungi  kepentingan  konsumen dan
masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan
dapat mendukung kepentingan sektor jasa
keuangan nasional sehingga mampu
meningkatkan daya saing nasional. Selain itu,
OJK harus mampu menjaga kepentingan
nasional, antara lain, meliputi sumber daya
manusia, pengelolaan, pengendalian, dan
kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan
tetap mempertimbangkan aspek  positif
globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk
dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola
yang baik, yang meliputi independensi,
akuntabilitas, pertanggungjawaban,
transparansi, dan kewajaran (fairness).?

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
I. Umum, Secara kelembagaan, Otoritas Jasa
Keuangan berada di luar Pemerintah, yang
dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak
menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah.
Namun, tidak menutup kemungkinan adanya
unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena
pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan
merupakan otoritas di sektor jasa keuangan
yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat
dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal
dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini
melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari

3Penje|asan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan, .Umum.
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kedua otoritas tersebut secara Ex-officio.
Keberadaan Ex-officio ini dimaksudkan dalam
rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi
kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor
jasa keuangan. Keberadaan Ex-officio juga
diperlukan guna memastikan terpeliharanya
kepentingan nasional dalam rangka persaingan
global dan kesepakatan internasional,
kebutuhan  koordinasi, dan pertukaran
informasi dalam rangka menjaga dan
memelihara stabilitas sistem keuangan.

Risiko dalam kehidupan manusia selalu
melekat pada setiap kehidupan manusia, Risiko
berkaitan dengan ketidakpastian apa yang akan
terjadi pada kehidupan manusia. Risiko
berkaitan dengan ketidakpastian apa yang akan
terjadi pada  kehidupanmanusia.  Untuk
mengantisipasi risiko diperlukan ikhtiar untuk
mencegah, mengantisipasi, mengurangi dan
mengalihkan risiko. Asuransi adalah salah satu
bentuk manajemen atau pengendalian risiko
dengan cara mengalihkan risiko (transfer of
risk) atau membagi risiko (distribution of risk)
dari pihak vyang memiliki kemungkinan
menderita karena adanya risiko kepada pihak
lain (perusahaan asuransi) yang bersedia
melindungi dari kemungkinan terjadi risiko
tersebut tentu saja didasari dengan aturan-
aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku
dalam perjanjian suaransi.*

Terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran
atas  ketentuan-ketentuan hukum dalam
pelaksanaan kegiatan usaha perasuransian
akan menimbulkan konsekuensi hukum, seperti
pemberlakuan sanksi administrasi bagi pihak-
pihak yang menjalankan kegiatan wusaha
perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan
yang telah diberikan kewenangan, sebagaimana
diatur dalam Penjelasan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan maupun dalam Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian.

Tujuan pemberlakuan sanksi
administrasi atas pelanggaran ketetentuan-
ketentuan hukum yang berlaku di bidang usaha
perasuransian  tentunya sebagai bentuk
pelaksanaan  kontrol, = pengawasan  dan
penindakan agar usaha perasuransian dapat
dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-

* Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Pustaka
Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 5.

undangan yang berlaku dan bagi masyarakat
yang melakukan hubungan hukum dengan
persuahaan asuransi dapat terlindungi dari
risiko kerugian apabila menjadi perserta dalam
kegiatan usaha perasuransian.

Pemberlakuan sanksi administrasi juga
merupakan bagian dari upaya penegakan
hukum agar pelaksanaan peraturan perundang-
undangan  bidang  perasuransian  dapat
memberikan kepastian hukum akan hak dan
kewajiban semua pihak yang terikat dalam
kegiatan usaha perasuransian serta adanya
keadilan dan kemanfaatan untuk semua pihak
maupun masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran
ketentuan-ketentuan hukum yang dapat
dikenakan sanksi administrasi dalam usaha
perasuransian ?

2. Bagaimanakah kewenangan otoritas jasa
keuangan dalam memberlakukan sanksi
administratif menurut Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam
penulisan karya ilmiah ini ialah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif
merupakan penelitian hukum untuk meneliti
data sekunder yaitu: bahan hukum primer;
bahan hukum sekunder; dan bahan hukum
tersier dengan cara melakukan  studi
kepustakaan. Bahan hukum primer vyaituy;
peraturan perundang-undangan di bidang
perasuransian dan Otoritas Jasa Keuangan.

PEMBAHASAN
A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Ketentuan-
Ketentuan Hukum Administrasi Dalam
Usaha Perasuransian
Bentuk-bentuk pelanggaran ketentuan-
ketentuan hukum administrasi dalam usaha
perasuransian yang dapat dikenakan sanksi
administrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,
Pasal 71 ayat (1) Setiap orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
1. Perusahaan asuransi umum  hanya
menyelenggarakan: dapat a. Usaha
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Asuransi Umum, termasuk lini usaha
asurasi kesehatan dan lini usaha asuransi
kecelakaan diri; dan b. Usaha Reasuransi
untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum
lain. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat
menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa
termasuk lini usaha anuitas, lini usaha
asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi
kecelakaan diri. Perusahaan reasuransi
hanya dapat menyelenggarakan Usaha
Reasuransi. (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3)).

Perusahaan asuransi umum syariah hanya
dapat menyelenggarakan: a. Usaha
Asuransi Umum Syariah, termasuk lini
usaha asuransi kesehatan berdasarkan
Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi
kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah;
dan b. Usaha Reasuralsi Syariah untuk risiko
Perusahaan Asuransi Umum Syariah Lain.
Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya
dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi
Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas
berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha
asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip
Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan
diri berdasarkan Prinsip Syariah.
Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat
menyelenggaralan Usaha Reasuransi
Syariah (Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3))

Perusahaan pialang asuransi hanya dapat
menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.
Perusahaan pialang reasuransi hanya dapat
menyelenggarakan Usaha Pialang
Reasuransi. Perusahaan penilai kerugian
asuransi hanya dapat menyelenggarakan
Usaha Penilai Kerugian Asuransi (Pasal 4
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)).

Perusahaan Perasuransian hanya dapat
dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia
dan/atau badan hukum Indonesia yang
secara Langsung atau tidak langsung
sepenuhnya dimiliki oleh warga negara
Indonesia; atau b. warga negara Indonesia
dan/atau badan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam huruf 3,
bersama-sama dengan warga negara asing
atau badan hukum asing yang harus
merupakan Perusahaan Perasuransian yang
memiliki usaha sejenis atau perusahaan
induk yang salah satu anak perusahaannya

10.
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bergerak di bidang Usaha Perasuransian
yang sejenis (Pasal 7 ayat ()).

Perusahaan Perasuransian wajib
melaporkan setiap pembukaan kantor di
luar kantor pusatnya kepada Otoritas Jasa
Keuangan. Kantor Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransi
syariah di luar kantor pusatnya yang

memiliki kewenangan untuk membuat
keputusan mengenai penerimaan atau
penolakan pertanggungan dan/ atau
keputusan mengenai penerimaan atau
penolakan klaim setiap saat wajib

memenuhi persyaratan yang ditetapkan
Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 10 ayat (I)
dan ayat (2)).

Perusahaan Perasuransian wajib
menerapkan tata kelola perusahaan yang
baik (Pasal 11 ayat (1)).

Anggota direksi, anggota dewan komisaris,
atau yang setara dengan anggota direksi
dan anggota dewan komisaris pada badan
hukum berbentuk koperasi atau usaha
bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan
pengawas syariah, aktuaris perusahaan,
auditor intemal, dan Pengendali setiap saat
wajib memenuhi persyaratan kemampuan
dan kepatutan (Pasal 12 ayat (1)).
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, perusahaan reasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariah  wajib
menetapkan paling sedikit | (satu)
Pengendali (Pasal 13 ayat (1)).

Setiap Pihak vyang ditetapkan sebagai

Pengendali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) wajib dilaporkan kepada
Otoritas Jasa  Keuangan. Perubahan
Pengendali wajib dilaporkan kepada
Otoritas Jasa Keuangan. Pihak yang telah
ditetapkan menjadi Pengendali tidak dapat
berhenti menjadi Pengendali tanpa
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
(Pasal 14 ayat (l), ayat (2), dan ayat (3)).

Pengendali wajib ikut bertanggung jawab
atas  kerugian Perusahaan  Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransi
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syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam

pengendaliannya (Pasal 15).°

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum
sebagaimana telah diuraikan, maka perusahaan
asuransi hanya boleh melaksanakan
kegiatannya sesuai dengan ruang lingkup usaha
sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian dan ada kewajiban-kewajiban
yang harus dilaksanakan sesuai dengan
kegiatan usaha vyang dilakukan. Apabila
terjadinya pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan hukum tersebut, maka pihak-pihak
yang melakukan usaha perasuransian tersebut
dapat dikenakan sanksi administratif.

B. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam
Memberlakukan  Sanksi  Administratif
Dalam Usaha Perasuransian
Independensi  Otoritas Jasa Keuangan

tercermin dalam kepemimpinan Otoritas Jasa

Keuangan. Secara orang perseorangan,

pimpinan Otoritas Jasa Keuangan memiliki

kepastian masa jabatan dan tidak dapat
diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang
secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan

Otoritas Jasa Keuangan yang tepat, Undang-

Undang ini mengatur mekanisme seleksi yang

transparan, akuntabel, dan  melibatkan

partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi
yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah,

Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa

keuangan.®
Penyalahgunaan hak (misbruik van recht,

abus de droit) terjadi apabila seseorang
mempergunakan haknya secara tidak sesuai
dengan tujuannya atau dengan kata lain,
bertentangan dengan tujuan
kemasyarakatannya. Hukum bermaksud untuk
melindungi kepentingan-kepentingan
masyarakat, maka penggunaan hukum tanpa
suatu kepentingan yang wajar, dipandang
sebagai penggunaan hukum yang melamaui
batas atau menyalahgunakan hukum atau hak.’

*Pasal 2 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

6 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa..Umum.

’Said Sampara, dkk, Buku Ajar Pengantar llmu Hukum,
cetakan Il, Total Media, Yogyakarta, 2011. hal. 143-144.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur pada
Bab Ill mengenai Tujuan, Fungsi, Tugas, dan
Wewenang. Pasal 4 O0JK dibentuk dengan
tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan:

a. terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel;

b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

¢. mampu melindungi kepentingan Konsumen
dan masyarakat.

Penjelasan Pasal 4 Dengan tujuan ini, OJK
diharapkan dapat mendukung kepentingan
sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu
meningkatkan daya saing nasional. Selain itu,
OJK harus mampu menjaga kepentingan
nasional, antara lain meliputi sumber daya
manusia, pengelolaan, pengendalian, dan
kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan
tetap mempertimbangkan aspek  positif
globalisasi. Huruf (c) Yang dimaksud dengan
“melindungi  kepentingan Konsumen dan
masyarakat” termasuk perlindungan terhadap
pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan
seperti manipulasi dan berbagai bentuk
penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.?

Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan
sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan
dan pengawasan terhadap:

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar

Modal; dan
c. kegiatan jasa  keuangan di  sektor

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan

Lainnya.

Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas
pengaturan dan pengawasan di sektor
Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai
kelembagaan bank yang meliputi:

1. perizinan  untuk  pendirian  bank,
pembukaan kantor bank, anggaran dasar,
rencana kerja, kepemilikan,
kepengurusan dan sumber daya manusia,

8Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
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merger, konsolidasi dan akuisisi bank,
serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber
dana, penyediaan dana, produk hibridasi,
dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai
kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,
kualitas aset, rasio kecukupan modal
minimum, batas maksimum pemberian
kredit, rasio pinjaman terhadap
simpanan, dan pencadangan bank;

2. laporan bank vyang terkait dengan
kesehatan dan kinerja bank;

3. sistem informasi debitur;

4. pengujian kredit (credit testing); dan

5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai
aspek kehatihatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;

2. tata kelola bank;

3. prinsip mengenal nasabah dan anti

pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan
kejahatan perbankan; dan

5. pemeriksaan bank.

Penjelasan Pasal 7. Pengaturan dan
pengawasan mengenai kelembagaan,
kesehatan, aspek kehati-hatian, dan
pemeriksaan  bank  merupakan lingkup
pengaturan dan pengawasan microprudential
yang menjadi tugas dan wewenang OJK.
Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan
macroprudential, yakni  pengaturan dan
pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal
ini, merupakan tugas dan wewenang Bank
Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan
pengawasan macroprudential, OJK membantu
Bank Indonesia untuk melakukan himbauan
moral (moral suasion) kepada Perbankan.’

Menurut Sudarsono, apabila masyarakat
dapat hidup damai, tenteram dan aman maka
kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-
baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu
kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota
masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan
pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam
hal ini hukum pidana sangat besar artinya bagi
kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana
adalah: hukum vyang mengatur tentang

9Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
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kejahatan dan pelanggaran terhadap

kepentingan umum dan perbuatan tersebut

diancam dengan pidana yang merupakan suatu
penderitaan.’’

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 8. Untuk
melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai
wewenang:

a. menetapkan peraturan
Undang-Undang ini;

b. menetapkan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan;

c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

d. menetapkan peraturan mengenai
pengawasan di sektor jasa keuangan;

e. menetapkan kebijakan mengenai
pelaksanaan tugas OJK;

f. menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan perintah tertulis terhadap
Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

g. menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan pengelola statuter pada Lembaga
Jasa Keuangan;

h. menetapkan  struktur organisasi dan
infrastruktur, serta mengelola, memelihara,
dan  menatausahakan  kekayaan dan
kewajiban; dan

i. menetapkan peraturan mengenai tata cara
pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan di sektor
jasa keuangan.

Penjelasan Pasal 8 huruf (b) Yang dimaksud
dengan “peraturan perundang-undangan di
sektor jasa keuangan” adalah peraturan
perundang-undangan mengenai Lembaga Jasa
Keuangan dan pihak yang melakukan kegiatan
di sektor jasa keuangan. Huruf (f) Yang
dimaksud dengan “perintah tertulis” adalah
perintah secara tertulis untuk melaksanakan
atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu
guna memenubhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan
dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian
Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa
keuangan.

Perintah tertulis diberikan antara lain untuk
mengganti pengurus atau pihak tertentu di
Lembaga Jasa Keuangan, menghentikan,
membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha

pelaksanaan

10 Sudarsono, Pengantar llmu Hukum, , Cetakan Kelima,
PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 209.
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atau transaksi, menghentikan atau mengubah

perjanjian antara Lembaga Jasa Keuangan

dengan pihak lain yang diduga merugikan

Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa

keuangan, serta menyampaikan informasi,

dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada

OJK. Huruf (g) Yang dimaksud dengan

“pengelola statuter” adalah orang

perseorangan atau badan hukum vyang

ditetapkan OJK untuk melaksanakan
kewenangan OJK. Pengelola statuter
melaksanakan kewenangan OJK, antara lain,
untuk  memenuhi  ketentuan  peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
mencegah dan mengurangi kerugian

Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa

keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan

keuangan yang dilakukan pihak tertentu di

sektor jasa keuangan.

Langkah yang dilakukan pengelola statuter
antara lain melalui penyelamatan kelangsungan
usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu,
pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi
manajemen Lembaga Jasa Keuangan oleh
pengelola statuter, pembatalan atau
pengakhiran perjanjian, serta pengalihan
portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga
Jasa Keuangan."!

Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan operasional
pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan;

b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan
yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

c. melakukan  pengawasan, pemeriksaan,
penyidikan, perlindungan Konsumen, dan
tindakan lain terhadap Lembaga Jasa
Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang
kegiatan jasa keuangan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan;

d. memberikan perintah tertulis kepada
Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
tertentu;

e. melakukan penunjukan pengelola statuter;

f. menetapkan penggunaan pengelola
statuter;

u Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

g. menetapkan sanksi administratif terhadap
pihak yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundangundangan di sektor
jasa keuangan; dan

h. memberikan dan/atau mencabut:

izin usaha;

izin orang perseorangan;

efektifnya pernyataan pendaftaran;

surat tanda terdaftar;

persetujuan melakukan kegiatan usaha;

pengesahan;

persetujuan atau
pembubaran; dan

8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud

dalam peraturan perundangundangan di
sektor jasa keuangan.

Penjelasan Pasal 9 huruf (b) Pengawasan
Dewan Komisioner terhadap pelaksanaan tugas
Kepala Eksekutif ditujukan untuk mengevaluasi
dan memperbaiki kinerja dari Kepala Eksekutif.
Pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk
memberi  kewenangan  kepada Dewan
Komisioner untuk mengintervensi atau turut
campur terhadap pelaksanaan tugas dan
wewenang setiap Kepala Eksekutif."

Hukum sebagai norma mempunyai ciri
kekhususan,  vyaitu hendak  melindungi,
mengatur dan memberikan keseimbangan
dalam menjaga kepentingan umum.
Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti
merugikan, melalaikan atau mengganggu
keseimbangan kepentingan umum dapat
menimbulkan rekasi dari masyarakat. Reaksi
yang diberikan berupa pengembalian
ketidakseimbangan vyang dilakukan dengan
mengambil tindakan terhadap pelanggarnya.
Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu
kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh
petugas yang berwenang dengan memberikan
hukuman.®

NoukrwnpE

penetapan

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bentuk-bentuk pelanggaran ketentuan-
ketentuan hukum yang dapat dikenakan
sanksi  administrasi  dalam  usaha
perasuransian sebagaimana diatur dalam

12 Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

13 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi
Revisi, Edisi 2. Cet. 4. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2009. hal. 3.
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian merupakan upaya
hukum untuk mencegah terjadinya
pelanggaran atas kewajiban dari pihak-
pihak yang menjalankan usaha
perasuransian dan sebagai upaya
melindungi masyarakat sebagai subjek
hukum yang memiliki hubungan hukum
dengan pihak-pihak yang menjalankan
usaha di bidang asuransi dari risiko

kerugian.
2. Kewenangan otoritas jasa keuangan
dalam memberlakukan sanksi

administratif menurut Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian berupa: Peringatan
tertulis; pembatasan kegiatan usaha,
untuk sebagian atau seluruh kegiatan
usaha; larangan untuk memasarkan
produk asuransi atau produk asuransi
syariah untuk lini usaha tertentu;
pencabutan izin usaha dan sanksi
administratif lainnya terhadap bentuk-

bentuk pelanggaran ketentuan-
ketentuan hukum.
B. Saran
1. Untuk mencegah terjadinya bentuk-
bentuk pelanggaran ketentuan-

ketentuan hukum yang dapat dikenakan
sanksi  administrasi  dalam  usaha

perasuransian, maka diperlukan
peningkatan pengawasan dan
penindakan terhadap pelaksanaan
ketentuan-ketentuan hukum

sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian terhadap pihak-pihak yang
menjalankan kegiatan Usaha
Perasuransian dilakukan oleh Otoritas
Jasa Keuangan.

2. Kewenangan otoritas jasa keuangan
dalam memberlakukan sanksi
administratif perlu diterapkan
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian, secara tegas karena
sanksi administratif bertujuan untuk
memberikan efek jera bagi pihak-pihak
yang menjalankan usaha asuransi dan
bagi pihak-pihak lain dapat dicegah untuk
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tidak akan melakukan perbuatan yang
sama.
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